
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
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Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

Membaca

Menimbang

Mengingat
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GITBERMR SttilATERA UTARA,

1. surat Kepala SMK Swasta l,aksamana Martadinata Nomor :
416OISMK-LM|E.L5/2O19 tanggal 16 Oktober 2OL9 Perihal
Penyesuaian lzin Operasional Satuan Sekolah Menengah Atas {SMK}
yang diterima pada tanggal 16 Oktober 2OL9;

2. berita acara verifikasi lapangan dan instrumen verilikasi permohonan
penyesuaian lzr Operasional Sekolah SMK Swasta l,aksamana
Martadinata.

Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April
2079 tentang lzan Operasional Sahran Pendidikan Formal (Sekolah
Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa).

t. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor  3O1);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki lzrn Pendirian dari
Pemerintatr {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor
23, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

4. Peraturan Pemerintah Nomor L3 Tatrun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tatrun 2OO5 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2Ol8 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik {Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 9O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 62151;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 36 Tatrun 2Ol4 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Sahran Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 201.4 Nomor 607);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
'IndonesiaTahun 2OL8 Nomor 896);

8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Utara (kmbaran Daeratr Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor
6, Tambatran Iembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2Ol7 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizrnan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pinhr Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2OL7 Nomor 66);

10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2Ol9 tentang
T\rgas, Fungsi, Uraian T\rgas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2Ol9 Nomor 3).

Memutuskan:.../2



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

1. Nama Perusahaan
2 .  N I B
3. Nama Sekolah
4. Alamat

5. Bidang Keahlian

6. Program Keahlian

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TEMANG IZIN OPERASIONAL
(PEI{YESUAIAN rZrN}

Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian lzin) kepada :

7. Kompetensi Keahlian

Yayasan Perguruan Laksamana Martadinata
9r204Q2701374
SMK Swasta Laksamana Martadinata
Jl. Pertempuran No. 125 ,
Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat,
Kota Medan.
1. Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Bisnis dan Man4jemen
1. Teknik Komputer dan Informatika
2. Man4jemen Perkantoran
3. Akuntansi dan Keuangan
1. Rekayasa Perangkat Lunak
2. Multimedia
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga

Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada dikhrm KESATU merupakan
legalitas Operasional Sekolah.

Sekolah wqiib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum

yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. W4iib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan

kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/

Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta [.ain.

Keputusan ini 6erhku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidilran Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan;
3. Pertinggal.
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